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Mengingat 

BUPATI PASURUAN 
PRO VIN SI JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 167 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA KECAMATAN PUSPO 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Eval�asi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Kecamatan Puspo sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Kecamatan Puspo Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 
Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

8 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6402); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pemben tukan Peraturan Perun dang-U ndangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 927) ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312) ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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Menetapkan 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 900 .1.15.5-1317 Tahun 2023; 

20 . Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2023 Nomor 41 Seri E); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
204); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 

23 . Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12); 

24 . Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2022 Nomor 112). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN 
PUSPO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan . 
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3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Kecamatan Puspo yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Puspo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Puspountuk 
periode 1 (satu) tahun. 

7 . Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Puspo yang selanjutnya disingkat 
RKA Kecamatan Puspo adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan 
Pusposerta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

Pasal 2 

Renja Kecamatan Puspo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan 
Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 3 

Renja Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada 
Renstra Kecamatan Puspo dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Puspo tahun lalu. 

Pasal4 

( 1) Renja Kecamatan Puspo Tahun 2024 disusun dengan sistematika 
penyusunan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, 
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, 
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB V : PENUTUP. 

(2) Renja Kecamatan Puspo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Renja Kecamatan Puspo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
menjadi pedoman bagi Kecamatan Puspo dalam menyusun RKA Kecamatan 
Puspo. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 
Pejabat 

Sekretaris Daerah 
Asisten PKR 
Kepala 
Bappelitbangda 
Camat Puspo 
Kabag Hukum 

Tanggal Paraf 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

 ttd.

Sekretaris Camat M. IRSYAD YUSUF
Puspo 

,,,, 
Kabid. PPM Bappelitbangda 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

           ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 167



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR : 167  TAHUN 2023 
TANGGAL :  2 AGUSTUS 2023 

RENCANA KERJA 

KECAMATAN PUSPO 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Disusun 

suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan 

pembangunan Desa/Kelurahan yan ada di wilayah Kecamatan Puspo. 

Sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan 

Kecamatan Puspo mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan 

melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, 

pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu dalam implementasinya 

pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan 

perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak 

menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang 

pada Undang - Undang Norn.or 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) mengamanatkan 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga 

dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. 

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja 

(Renja) OPD,serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 

Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan 

Daerah Otonom Baru.Maka Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan sebagai 



Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja 

Kecamatan Puspo tahun 2024 berdasarkan Renstra Kecamatan Puspo Tahun 

2024 - 2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024-2026. 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan 

tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam 

menyusun program dan kegiatan Kecamatan Puspo Kabupaten 

Pasuruan tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan 

Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran 

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan 

program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di 

daerah. 

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) 

tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik 

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang 

dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Puspo 

Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam 

Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun. 

Renja OPD Kecamatan Puspo tahun 2024 merupakan penjabaran 

visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, 

serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. 

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas - tugas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari 

tahun- tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan 

demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan 

tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan 

tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya 

penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar 

dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak 

menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan. 

Renja OPD Kecamatan Puspo disusun berdasarkan pedoman 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817 ). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut 

disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu 

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam 

jangka waktu tertentu. 

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan 

nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian 

menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan 

dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di 

tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain 

rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka 

menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi 

menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari 

tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan 

melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat 

pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis 

(RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing 

Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah 

diatasnya. 

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Puspo Kabupaten 

Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada 

gambar 1. 1 dibawah ini : 

RPJP 
Nasional 

Gambar 1.1 
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 

RPJM Nasional I I RKP Nasional I 
I I 
I I 
I I 

I ;W Tcu I J:jrhatikan ~ dracu • RAPBD 
Daerah pedomaA Daerah - --~ pedoman .__~~___, 

pedoman ll bahan dracu H bahan 

APBD 

I R~n;ga lpeci0~-- - --- - ►1 ~ r- ---1 g;~ I 



Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 

tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah 

tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata 

cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana 

kerja pemerintah daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puspo 

Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Puspo 

untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. Renja Kecamatan Puspo merupakan dokumen yang secara 

substansial dan program Organisasi Perangkat Daerah yang 

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puspo 

sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD); 

2. Renja merupakan acuan Kecamatan Puspo untuk memasukan 

program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) tahun 2024 ; 

3. Renja Kecamatan Puspo merupakan salah satu instrumen untuk 

evaluasi pelaksanaail program / kegiatan / sub kegiatan Instansi 

untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam 

Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan 

Puspo pada Tahun 2024 ini merupakan tahun awal pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan 

Strategis Kecamatan Puspo. 

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Puspo merupakan 

tahapan kedua setelah rancangan awal, yang harus dilakukan sebelum 

disempumakan menjadi rancangan akhir dokumen Renja Kecamatan 

Puspo yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan 

Puspo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam 

rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan 

Puspo dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan 

RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap 



kondisi eksisting Kecamatan Puspo, evaluasi pelaksanaan Renja 

Kecamatan Puspo pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja 

terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Puspo yang ditujukan untuk 

mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Puspo dalam 

melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatannya , mengidentifikasi 

realisasi pencapaian target kinerja program kegiatan dan sub 

kegiatannya Renstra Kecamatan Puspo, serta hambatan dan 

permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan 

dokumen Renja Kecamatan Puspo sesuai dengan prioritas dan sasaran 

pembangunan tahun 2024 dengan mempertimbangkan arah dan 

kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta 

Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. 

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Puspo yang dilakukan 

melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang 

berurutan, mencakup : 

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Puspo; 

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Puspo; 

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dan Penetapan. 

1.2. Landasan Hukum 

Rencana Kerja OPD Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 disusun atas dasar 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten di Jawa Timur ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 

32 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 

Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730 ); 

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan 

Negara; 

4. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421 ); 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
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BABV 

PENUTUP 

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian 

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Puspo dalam 

mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin 

terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Puspo. 

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan 

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders 

(pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Puspo dalam 

rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi 

Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. 

5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan 

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategi 

( Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja ( Renja) Tahun 2024, Maka 

perlu dilakukan hal- hal sebagai berikut : 

1. Penetapan status hokum naskah perencanaan ini, sehingga 

implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat 

dipertanggung jawabkan ; 

2. Pengkomunikasian / sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara 

intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan 

motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategi yang 

telah dibuat. Sosialisai ini penting untuk mendukung keberhasilan 

implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung 

jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan 

da dalam renstra yang sudah dibuat; 

3. Pelaksanaan program kegiatan indkatif yang telah dirumuskan oleh 

seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan 

secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh 

semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah 

ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. 

Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke 

semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kea rah yang 

sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat. 



5.3 Rencana Tindak Lanjut 

Untuk rencana tindak lanjut dilaksanakan pengukuran 

pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja 

ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat serta pengevaluasian, 

pengkajian hasil pengukuran pencapaian terhadap kinerja dari 

seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten 

Pasu ruan. 

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga 

rencana kerja yang telah bersama-sama ini dapat diwujudkan 

bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin. 

TELAH DITELITI 
Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah f\1 � 
Asisten PKR 
Kepala Bappelitbangda 

\....t"\ 

Camat Puspo ( 
Kabag Hukum "t> 
Sekretaris Camat 

f, Puspo 

BUPATI PASURUAN,

 ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Kabid. PPM 
� Bappelitbangda 




